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PENDAHULUAN
 P e m b e r i a n  
kredit dapat diberikan 
o l e h  l e m b a g a  
keuangan perbankan.  
Pemberian kredit oleh 
B a n k  i n i  d a p a t  
meringankan beban 
masyarakat. Dengan 
s e m a k i n  
m e n i n g k a t n y a  
pert
umb
u h a
ABSTRAK
Dalam pemberian kredit bank pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu 
perjanjian, dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian 
jaminan oleh pihak debitor. Kebendaan yang dapat dijadikan jaminan antara lain 
adalah tanah dengan jaminan Hak Tanggungan. Apabila dalam pemberian kredit  
dengan jaminan hak tanggungan debitur wanprestasi dapat dilakukan beberapa 
upaya penyelesaian, yaitu , penyelesaian kredit secara damai. antara lain pertama
meliputi (1) Keringanan tunggakan bunga dan/atau denda, (2) Penjualan sebagian 
atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh debitor untuk membayar angsuran 
debitor, (3) Pengambilalihan aset debitor oleh kreditur. , Penyelesaian melalui Kedua
jalur hukum, antara lain (1) Melalui Pengadilan Negeri, (2) Melalui Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), (3) Penjualan dibawah tangan 
atas obyek Hak Tanggungan
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ABSTRCT
Generally, bank lending is done by holding a treaty, and followed by an additional 
agreement in the form of a guarantee agreement by the debtor. Material that can be 
used as collateral include land on bail mortgage. If in the lending with collateral 
mortgage borrowers are in default, some settlement could be taken, they are: first, a 
peaceful settlement, include (1) Dispensation of interest and / or penalties arrears, 
(2) Sale of part or all of the collateral under hand by the debtor to repay debtors, (3) 
Acquisition of debtor's assets by the creditor. Second, settlement through legal 
means, among other (1) Through the District Court, (2) Through the State Property 
Office and Auction (KPKNL), (3) Under the hand sales upon mortgage object.
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n kredit (penyaluran kredit) biasanya 
disertai pula dengan meningkatnya kredit 
yang bermasalah, walau prosentase jumlah 
dan peningkatannya kecil, tetapi kredit 
bermasalah ini akan dapat mempengaruhi 
kesehatan perbankan.
 Kegiatan menyalurkan kredit 
mengandung risiko yang dapat mem 
pengaruhi kesehatan dan kelangsungan 
usaha bank. Likuditas keuangan, 
solvabilitas dan profitabilitas bank sangat 
dipengaruhi oleh keberhasilan mereka 
dalam mengelola kredit yang disalurkan. 
Kebanyakan Bank yang bangkrut atau 
menghadapi kesulitan keuangan yang akut 
disebabkan terjerat kasus-kasus kredit 
macet dalam jumlah besar.
 Pelaksanaan pemberian kredit pada 
umumnya dilakukan dengan mengadakan 
suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri 
dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang 
piutang dan diikuti dengan perjanjian 
tambahan berupa perjanjian pemberian 
jaminan oleh pihak debitor.
 Secara garis besar dikenal ada 2 
(dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan 
perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam 
praktek jaminan yang paling sering 
digunakan adalah jaminan kebendaan yang 
salah satunya adalah tanah yang dijadikan 
jaminan atau disebut dengan Hak 
Tanggungan.
 Pemberian jaminan dengan hak 
Tanggungan diberikan melalui Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 
didahului dan / atau dengan pembuatan 
Sur a t  Kuasa  M embebankan  Hak  
Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian 
yang terpisahkan dari perjanjian kredit.
 Fokus perhatian dalam masalah 
jaminan Hak Tanggungan adalah apabila 
debitor . Dalam hukum wanprestasi
perjanjian apabila debitor tidak memenuhi 
isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal 
yang telah diperjanjikan, maka debitor 
tersebut telah  dengan segala wanprestasi
akibat hukumnya.
 Eksekusi jaminan Hak Tanggungan 
merupakan langkah terakhir yang 
dilakukan kreditor selaku penerima hak 
Tanggungan apabila debitor selaku pemberi 
Hak Tanggungan cidera janji. Pelaksanaan 
eksekusi tersebut diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda 
yang Berkaitan dengan Tanah adalah 
dengan mengatur model eksekusi secara 
variasi sehingga para pihak dapat memilih 
eksekusi sesuai dengan keinginan mereka. 
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20 UUHT yang mengatur tentang 
macam-macam pelaksanaan eksekusi, 
yaitu :
1.    Parate Eksekusi Hak Tanggungan;
2. Eksekusi Titel Eksekutorial Hak 
Tanggungan
3.    Penjualan sukarela di bawah tangan.
 Bertitik tolak dari uraian tersebut, 
maka peneliti ingin meneliti dengan tujuan 
untuk mengetahui (1) efektivitas pelaksana 
an perjanjian kredit dengan  jaminan Hak 
Tanggungan  yang diberikan oleh Bank, (2) 
paya penyelesaian jika debitur wanprestasi 
dalam pemberian kredit  dengan jaminan 
Hak Tanggungan di Bank dan (3) masalah 
yang timbul dan cara mengatasi dalam 
pelaksanaan pemberian kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan di Bank.
METODE PENELITIAN
 Tipe penelitian dengan metode 
pendekatan yuridis empir is yaitu 
bagaimana melihat bekerjanya hukum 
dalam masyarakat. Spesifikasi dalam 
penelitan ini adalah deskriftif analitis yaitu 
dengan maksud untuk menjelaskan secara 
sistematis terhadap segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pemberian 
kredit bank. Dalam penelitian ini 
menggunakan baik sumber data primer 
maupun sumber data sekunder.  Data yang 
terkumpul disajikan dalam bentuk tabel dan 
uraian dan kemudian dianalisis secara 
kualitatif.
H A S I L  P E N E L I T I A N  D A N  
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PEMBAHASAN
Evektivitas pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan Hak Tanggungan  
di PT. BPR. Mranggen Mitra Persada.
 Efektivitas secara terminologi dapat 
diartikan  membawa hasil, berhasil guna 
(usaha, tindakan). Suatu perbuatan dapat 
dikatakan efektif apabila menimbulkan 
akibat hasil atau mencapai maksud 
sebagaimana yang diinginkan atau jitu dan 
tepat mengenai sasaran yang dituju.
 Menurut teori Chamblis dan 
Seidman tentang bekerjanya hukum dalam 
masyarakat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Masyarakat sebagai pemegang 
peran diharapkan mampu (rule occupant) 
bertindak sesuai dengan peraturan yang  
berlaku. Sedangkan lembaga pembuat 
aturan dan penerap sanksi bertindak 
sebagai pengontrol dan sekaligus merespon 
fungsi dari aturan tersebut. 
 Dalam suatu perjanjian kredit, 
debitor dianggap telah melakukan cidera 
janji  apabila ia tidak (wanprestasi)
melakukan prestasi sesuai dengan yang 
telah diperjanjikan sehingga terjadi kredit 
macet. 
 Adapun kredit macet itu sendiri 
dapat disebabkan oleh salah satu atau 
beberapa faktor yang harus dikenali secara 
dini oleh bank. Hal ini disebabkan karena 
adanya kelemahan baik dari sisi debitor, sisi 
intern maupun sisi ekstern di PT. BPR. 
Mranggen Mitra Persada dan debitor yang 
meliputi  :2
1. Sisi Debitor
 Kelemahan dari sisi debitor dapat 
disebabkan antara lain oleh :
 a. Masalah operasional usaha;
 b. Manajemen;
 c. Kecurangan dan/atau ketidak 
jujuran debitor dalam mengelola 
kredit;
 d. Pemutusan hubungan kerja.
2. Sisi Intern Bank
 Kelemahan dari sisi intern Bank dapat 
disebabkan antara lain oleh :
 a. Itikad tidak baik atau kekurang 
mampuan dari pejabat/pegawai 
Bank;
 b.   Kelemahan sejak awal dalam proses 
pemberian kredit;
 c. Kelemahan pembinaan kredit.
3. Sisi Ekstern Bank dan Debitor
 Kelemahan dari sisi ekstern PT. BPR. 
Mranggen Mitra Persada dan debitor 
dapat disebabkan antara lain oleh :
 a. Force majure;
   b. Perubahan-perubahan eksternal 
lingkungan ( );environment
  Dalam praktek perbankan, selain 
wanprestasi atas didasarkan atas kemampu 
an debitor dalam membayar angsuran atau 
melunasi pinjamannya seperti yang telah 
disebutkan di atas, wanprestasi juga 
didasarkan atas pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
bank yang berkaitan dengan adanya 
pemberian kredit.
  Berdasarkan hasil penelitian di PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada diketahui 
terdapat beberapa kredit macet yang 
dijamin dengan hak tanggungan. Namun 
demikian apabila dilihat selama periode 
tahun 2010 – 2012, dari  89 kredit yang 
diberikan  hanya terdapat 4 kredit yang 
dinyatakan macet sehingga dapat dikatakan 
pelaksanaan pemberian kredit dengan hak 
tanggungan di  PT. BPR. Mranggen Mitra 
Persada berjalan secara efektif.
Upaya Penyelesaian jika Debitur 
Wanprestasi dalam Pemberian Kredit  
dengan Jaminan Hak Tanggungan  di 
PT. BPR. Mranggen Mitra Persada
  Pada asasnya, kasus kredi t 
bermasalah ini adalah persoalan perdata 
yang menurut terminologi hukum perdata, 
hubungan antara debitor dengan kreditor 
(bank) selaku pemberi kredit merupakan 
hubungan utang piutang. Hubungan yang 
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bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak 
debitor berjanji untuk mengembalikan 
pinjaman beserta biaya dan bunga, dan 
pihak kreditor memberikan kreditnya.
  Dalam hal kredit yang diberikan 
telah mengarah pada tanda-tanda timbulnya 
kredit macet, maka deteksi atas kredit 
macet dapat dilakukan secara sistematis 
d e n g a n  m e n g e m b a n g k a n  s i s t i m  
“pengenalan diri ”, yaitu berupa daftar 
kejadian atau gejala yang diperkirakan 
dapat menyebabkan suatu pinjaman 
berkembang menjadi kredit macet.
  Apabila setelah bank berusaha 
melalui upaya prefentif namun akhirnya 
kredit yang telah dikeluarkannya menjadi 
kredit yang bermasalah, maka bank akan 
menggunakan upaya represif. Upaya-upaya 
represif yang mula-mula akan dilakukan 
ialah melakukan upaya penyelamatan 
kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan 
kredit tidak dapat dilakukan atau walaupun 
sudah dilakukan tetapi tidak membawa 
hasil, maka bank akan menempuh upaya 
penagihan kredit.
a.  Penyelesaian Kredit Macet Secara 
Damai
  Penyelesaian kredit macet secara 
damai dilakukan terhadap debitor yang 
masih mempunyai itikad baik ( ) kooperatif
untuk menyelesaikan kewajibannya 
Penyelesaian kredit secara damai antara 
lain meliputi :
1) Keringanan tunggakan bunga dan/atau 
denda. 
2) Penjualan sebagian atau seluruh agunan 
secara Di Bawah Tangan oleh debitor 
atau pemilik agunan untuk angsuran 
atau penyelesaian kewajiban debitor.
3) Pengambil alihan aset debitor oleh PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada untuk 
angsuran atau penyelesaian kewajiban 
debitor.
b.   Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
  Penyelesaian kredit macet melalui 
saluran hukum atau bantuan dari pihak ketiga 
dilakukan apabila debitor tidak kooperatif 
untuk menyelesaikan kewajibannya. 
  Penyelesaian kredit macet melalui 
saluran hukum antara lain:
1. Penyelesaian Kredit Macet melalui 
Pengadilan Negeri
  Yaitu didahului dengan per 
mohonan eksekusi atas jaminan Hak 
Tanggungan oleh kreditur pemegang Hak 
Tangg unga n  k epa da  pen gad i l an .  
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b 
Undang-undang Hak Tanggungan 
dijelaskan bahwa titel eksekutorial pada 
sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Hak 
Tanggungan dapat dijadikan dasar 
penjualan obyek Hak Tanggungan melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.
  Eksekusi Hak Tanggungan berdasar 
kan Pasal 20 Ayst (1) huruf b Jo Pasal 14 
Undang-undang Hak Tanggungan ini 
memerlukan campur tangan pengadilan. 
Adapun prosedur lelangnya diawali dengan 
permohonan dari kreditor pemegang Hak 
Tanggungan kepada Pengadilan Negeri 
untuk melakukan eksekusi atas Hak 
Tanggungan. Kemudian Pengadilan Negeri 
akan menindaklanjuti permohonan tersebut 
d e n g a n  m e n e r b i t k a n  P e n e r a p a n  
Aanmaning/teguran, Penetapan Sita yang 
diikuti dengan penyitaan obyek Hak 
Tanggungan, dan mengeluarkan Penetapan 
Lelang. Selanjutnya Pengadilan Negeri 
akan mengajukan permohonan lelang 
obyek Hak Tanggungan tersebut ke 
KPKNL. Adapun prosedur pelaksanaan 
lelangnya hampir sama dengan prosedur 
lelang obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri oleh pemegang Hak 
Tanggungan pertama. Bedanya adalah yang 
menjadi penjual dan yang berhadapan 
dengan KPKNL adalah Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian Kredit Macet  Melalui 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL).
Yaitu kreditur pemegang Hak Tanggungan 
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langsung mengajukan permohnan lelang 
atas jaminan Hak Tanggungan kepada  
KPKNL.
  Berdasarkan pasal 20 Ayat (1) huruf 
a Jo Pasal 11 Ayat (2) huruf e Undang-
undang Hak Tanggungan, apabila debitor 
cidera janji maka kreditor pemegang Hak 
Tanggungan berdasarkan ketentuan 
tersebut pada dasarnya tidak memerlukan 
ijin/  dari Pengadilan mengingat fiat
penjualan berdasarkan Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan ini merupakan 
tindakan pelaksanaan perjanjian. Sehingga 
apabila debitor cidera janji, kreditor 
pemegang Hak Tanggungan pertama dapat 
langsung melaksanakan eksekusi lelang 
obyek Hak Tanggungan melalui KPKNL.
  Hak istimewa ini hanya dimiliki 
oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan 
pertama. Pemegang Hak Tanggungan 
kedua, ketiga dan seterusnya tidak dapat 
memanfaatkan fasilitas yang disediakan 
oleh Undang-undang Hak Tanggungan. 
Syarat agar eksekusi lelang ini  dapat 
dilakukan apabila dalam APHT dicantum 
kan janji-janji sesuai dengan Pasal 11 Ayat 
(2) huruf e  Undang-undang Hak 
Tanggungan, yaitu “pemegang Hak 
Tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual sendiri obyek Hak 
Tanggungan apabila debitor cidera janji”.
  Untuk pelaksanaan eksekusi lelang 
obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 
20 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 dan Pasal 11 
Ayat (2) huruf e Undang-undang Hak 
Tanggungan maka yang bertindak sebagai 
pemohon lelang adalah kreditor pemegang 
Hak Tanggungan pertama. Dalam hal ini 
kreditor tersebut langsung mengajukan 
permohonan lelang kepada KPKNL.
3. Penjualan dibawah tangan atas obyek 
Hak Tanggungan (Pasal 6 jo Pasal 11 
ayat 2 jo Pasal 20 ayat 2 UUHT).
  Sarana hukum ini diatur dalam 
Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Hak 
Tanggungan yang menyebutkan bahwa 
“atas kesepakatan pemberi dan pemegang 
Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak 
Tanggungan dapat dilakukan di bawah 
tangan, jika dengan demikian akan 
d i p e r o l e h  h a r g a  t e r t i n g g i  y a n g  
menguntungkan semua pihak .”
  Mengingat ketentuan Pasal 20 Ayat 
(2) Undang-undang Hak Tanggungan ini 
dimaksudkan untuk melaksanakan 
penjualan di bawah tangan maka dalam 
Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang 
dan Lelang Negara No. SE-23/PN/2000 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak 
Tanggungan ditegaskan bahwa penjualan 
obyek Hak Tanggungan semacam ini tidak 
boleh dilakukan secara lelang.
Masalah yang Timbul dan Cara 
M e n g a t a s i  d a l a m  P e l a k s a n a n   
Pemberian Kredit  dengan Jaminan Hak 
Tanggungan di PT. BPR. Mranggen 
Mitra Persada.
  Ser t ipikat  Hak Tanggungan 
memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI 
K E A D I L A N  B E R D A S A R K A N  
KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan 
demikian sertipikat hak tanggungan 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memeproleh kekuatan hukum tetap melalui 
tata cara dan menggunakan lembaga parate 
eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum 
Acara Perdata Indonesia.
  Bank selaku kreditor pemegang 
Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
umum. Eksekusi jaminan secara langsung 
melalui lelang ini merupakan salah satu 
daya tarik Undang-undang Hak Tanggung 
an karena prosesnya jauh lebih cepat 
dibandingkan dengan proses eksekusi pada 
umumnya.
  Eksekusi/penjualan atas obyek Hak 
Tanggungan (Pasal 6 jo Pasal 11 ayat 2 jo 
Pasal 20 ayat 2 UUHT), pada dasarnya 
tidak memerlukan ijin/fiat eksekusi dari 
pengadilan, karena merupakan tindakan 
pelaksanaan perjanjian. Namun masih 
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adanya keraguan bagi bank termasuk PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada karena 
mas ih  adanya  pandangan  bahwa 
pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 
jo Pasal 11 Ayat (2) tetap memerlukan 
ijin/  eksekusi pengadilan.fiat
KESIMPULAN
 
  Dalam suatu perjanjian kredit, 
debitor dianggap telah melakukan cidera 
janji  apabila ia tidak (wanprestasi)
melakukan prestasi sesuai dengan yang 
telah diperjanjikan sehingga terjadi kredit 
macet. Berdasarkan hasil penelitian di PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada diketahui 
terdapat beberapa kredit macet yang 
dijamin dengan hak tanggungan. Namun 
demikian apabila dilihat selama periode 
tahun 2010 – 2012, dari  89 kredit yang 
diberikan  hanya terdapat 4 kredit yang 
dinyatakan macet sehingga dapat dikatakan 
pelaksanaan pemberian kredit dengan hak 
tanggungan berdasarkan undang-undang 
No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan 
di  PT. BPR. Mranggen Mitra Persada 
berjalan secara efektif.
  Apabila dalam pemberian kredit  
dengan jaminan hak tanggungan  di PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada debitur 
wanprestasi dilakukan beberapa upaya 
penyelesaian, yaitu 
a. Penyelesaian kredit secara damai antara 
lain meliputi (1) Keringanan tunggakan 
bunga dan/atau denda, (2) Penjualan 
sebagian atau seluruh agunan secara Di 
Bawah Tangan oleh debitor atau 
pemilik agunan untuk angsuran atau 
penyelesaian kewajiban debitor, (3)  
Pengambil alihan aset debitor oleh PT. 
BPR. Mranggen Mitra Persada untuk 
angsuran atau penyelesaian kewajiban 
debitor.
b. Penyelesaian melalui jalur hukum, 
antara lain melalui (1) Penyelesaian 
kredit macet melalui Pengadilan 
Negeri, yaitu didahului dengan 
permohonan eksekusi atas jaminan Hak 
Tanggungan oleh kreditur pemegang 
Hak Tanggungan kepada pengadilan, 
(2) Penyelesaian Kredit Macet Melalui  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) yaitu kreditur 
pemegang Hak Tanggungan langsung  
mengajukan permohnan lelang atas 
jaminan Hak Tanggungan kepada  
KPKNL, (3) Penjualan dibawah tangan 
atas obyek Hak Tanggungan (Pasal 6 jo 
Pasal 11 ayat 2 jo Pasal 20 ayat 2 
UUHT).
  Masalah yang timbul dalam 
pelaksanan pemberian kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR. 
Mranggen Mitra Persada bahwa eksekusi/ 
penjualan atas obyek Hak Tanggungan 
(Pasal 6 jo Pasal 11 ayat 2 jo Pasal 20 ayat 2 
UUHT), pada dasarnya tidak memerlukan 
ijin/fiat eksekusi dari pengadilan, karena 
merupakan t indakan pelaksanaan 
perjanjian. Namun masih adanya keraguan 
bagi bank termasuk PT. BPR. Mranggen 
Mitra Persada karena masih adanya 
pandangan bahwa pelaksanaan eksekusi 
berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 11 Ayat (2) 
tetap memerlukan ijin/  eksekusi fiat
pengadilan.
SARAN
  Sebaiknya pihak Bank lebih tegas 
lagi dan berhati-hati dalam memberikan 
kredit kepada debitur/nasabah serta lebih 
mengoptimalkan penyelesaian kredit yang 
dijamin dengan Hak Tanggungan dengan 
menggunakan dasar hukum Pasal 6  Jo 
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak 
Tanggungan;
  Apabila dalam menyelesaian kredit 
macet dengan menggunakan pranata 
penjualan dibawah tangan, maka agar lebih 
berkoordinasi dengan para pihak yang 
berkepentingan.
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